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RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas yang merupakan dampak dari kemajuan zaman seiring
dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan padatnya arus lalu lintas. Peristiwa
kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, karena dapat
merugikan orang lain. Pelaku dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh si
korban. Penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam =uatu bentuk skripsi dengan
judul : “GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI
DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Di
Kabupaten Tulungagung)™.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pihak yang
menderita kerugian karena kecelakaan lalu lintas dapat menuntut ganti rugi atas dasar
perbuatan melanggat hukum, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum
akibal kecelakaan lalu lintas, apa Yyang menjadi dasar untuk memberikan
perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skipsi ini adalah tujuan umum yaitu
untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Jember dan memberi informasi kepada masyarakat luas tentang
ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Tujuan khususnya yaitu dapat
terjawabnya permasalahan yang diketengahkan.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis
normatil’ Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer, maksudnya adalah
penulis langsung terjun ke lapangan. calah satunya wawancata dengan pihak-pihak
yang terkait. Sumber data sekunder. yaitu sumber data yang berisi semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang diambil dari pakar

hukum.

xi
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Berdasarkan pembahasannya maka diperoleh hasil yaitu, pihak korban dapat
menuntut pelaku secara perdata berdasarkan perbu ‘an melanggar hukum (pasal 1365
K UllPerdata) dan pasal 98 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana. Bila si korban
ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak perlu menostuarkan biaya perkara,
maka korban dapal mengajukan gugatannva dengan cara penggabungan tuntutan
ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 ayat (1) KUHAP). Dasar hukum yang
digunakan pihak korban untuk menggugat pelaku secara perdata yaitu pasal 1365
KUT1Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

Saran-saran yang dapat disumbangkan yaitu, pihak korban harus benar-benar
dapat membuktikan si pelaku bersalah. Pelaku harus menerima dan menyadari bahwa
perbuatannya, dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah sehingga si pelaku
lebh berhati-hati dalam menjalankan atau mengemudikan kendaraanya. Hakim yang
memutus perkara harus bertindak seadil-adilnya dalam memutus perkara ini dengan

memperhatikan berbagai aspek baik pada pelaku mavpun korban.

xii
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata termasuk salah satu bidang hukum yang luas cakupan
materinya. Pada pokoknya, materi hukum perdata itu meliputi keadaan manusia sejak
sebelum ia lahir (dalam kandungan), sampai dia mati. Hukum itu sendiri bertujuan
untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena orang sebagai anggota
masyarakat masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Bentuk dan
kepentingan tersebut sering mewarnai hubungan antar anggota masyarakat.

Seiring  dengan  majunya teknologi  dan perkembangan zaman atau
modernisasi serta padainya penduduk. semakin padat pula arus lalu lintas khususnya
di jalan raya. Kepadatan jalan raya yang sering mengakibatkan kemacetan dan terjadi
kecelakaan adalah salah satu dampak dari teknologi itu sendiri. Kecelakaan tersebut
menimbulkan suatu kerugian bagi mereka yang lidak bersalah. Oleh karena itu
mereka yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi sesuai dengan haknya.

Kecelakaan sering terjadi karena kecerobohan maupun kelalaian pengemudi
yang fidak mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Disamping itu, tidak menutup
kemungkinan pengguna jalan (jalan kaki dan sepeda) yang menyeberang jalan tanpa
memperhatikan keadaan sekelilingnya, apakah cudah aman atau belum. Seandainya
semua pengguna jalan mentaati aturan-aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, maka
kecelakaan bisa dihindari dan diminimalkan. Namun kenyataan di lapangan,
peraturan-peraturan  yang telah ditetapkan itu seringkali dilanggar, baik secara
disengaja maupun tidak disengaja.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas pennasalahan«permasaIahan yang
sering terjacdi di masyarakal. Bukan merupakan rahasia umum lagi, bila terjadi suatu
kecelakaan lalu lintas, pihak pelaku ingin menyelesaikan permasalahannya dengan

cara damai vaitu musyawarah. Jadi, masalal ini tidak sampai ke pengadilan. Sesuai

dengan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata cara demikian
1
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diperbolehkan Jika si korban tidak menerima jumlah kerugian yang diberikan pelaku,
Korhan bisa menuntut gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Kecelakaan lalu lintas
vang mengakibatkan korban menderita kerugian dan atau cacat tubuh bahkan
meninggal dunia termasuk perkara pidana, maka gugatan ganti kerugian ini bisa
diajukan dalam penggabungan perkara ganti kerugian (pasal 98 KUHAP).

Pelanggar atau pelaku akan mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan
pembayaran ganti rugi. baik materiil maupun immateriil kepada si korban atau ahli
warisnya (bila korban meninggal) Diharapkan si pelanggar dapal mempertanggung-
jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang
ada  Untuk  memberikan pengayoman serta perlindungan  hukum baik bagi
pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki sebagal pengguna jalan raya,
maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang LALU
L INTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.
14 Tahun 1992 ini. hak-hak si korban terlindungi.

Rertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis kembali
dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Gugatan Ganti Rugi Akibat Kecelakaan
I alu Lintas Di Darat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum™ (Studi Kasus

Di Kabhupaten Tulungagung).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
| Apakah pihak yang menderita kerugian karena kecelakaan lalu lintas dapat
menuntul ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum?

Ragaimana cara memperoleh perlindungan hukum akibat kecelakaan lalu lintas?

12d

Apakah yang menjadi dasat untuk memberikan perlindungan hukum dalam

kecelakaan lalu lintas?.
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1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai :

| untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember;

7 untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum tentang
informasi berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar
hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

| untuk mengetahui dapat atau tidaknya pihak yang menderita kerugian karena
kecelakaan lalu lintas menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggaf
hukum;

2 untuk mengetahui cara memperoleh perlindungan hukum akibat kecelakaan lalu
lintas;

3. untuk mengetahui dasar perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini agar menganuung kebenaran vang merupakan syaral
karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan sebagai berikut.
1.4.1 Pendekatan Masalah

Sebelum penulis membahas pada penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan
terlebih dahulu mengapa penulis menggunakan istilah metode penelitian dan bukan
istilah metodologi. Hal ini disebabkan istilah yang terakhir t=sebut tidaklah sesuai
dengan penyusunan penulisan skripsi int. Istilah metodologi berkaitan dengan
penyusunan atau pembuatan ilmu penelitian. Oleh karenanya yang tepat adalah istilah
metode penelitian, dengan kata lain penelitian ini didekati dengan cara apa  dan
bukan apa penelitian ini  yang terakhir inilah sebenarnya yang sesuai dengan

metodologi dan bukan metode penelitian.
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.

Rerdasarkan uraian tersebut, maka penclitian ini didekati dengan cara
pendekatan yuridis normatil Artinva permasalahan yang ada dikaji dengan bertitik
tolak dari peraturan perundang-undangan yvang berlaku dan bukan dari yvang lainnya.

misalnya empiris, sosiologis.

1.4.2 Sumber Data

Oleh karena pendekatan penelitian ini didekati dengan pendekatan yuridis
normatil, tentunya penulis harus konsisten dengan pendekatan tersebut. Sumber data
pada penelitian ini ada dua macam, vaitu sumber data primer, yang berisi semua
peraturan perundang-undangan dan semua putusan pengadilan (hakim). Sumber data
primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan
cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak-
pihak terkait

Selanjutnya sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder. yang
herisi semua vang diluar peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, misalnya
hasil penelitian para pakar hukum. literatur, majalah dan lain sebagainya. Sumber
data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh
dari penclitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan

sebagainva

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini metode pengumpulan data yang
dipergunakan adalah :
| Penelitian Kepustakaan
Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari
karya ihmiah dan para ahli, buku literatur, peraturan perundang-undangan dan

artikel vang berhubungan dengan skripsi int.
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2. Penchitian Lapangan
Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan
pihak vang terkait dan pengamatan secara langsung dilapangan vang dilakukan
dengan bebas dan terarah sehingga sesuai dengan permasalahan.
Setelah prosedur dan pengumpulan  data, langkah selanjutnya adalah
memilah-milah data tersebut sesuai dengan tema dan permasalahan dari penulisan

skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, vaitu dengan
menjelaskan dan menafsirkan serta menganalisis data yang telah dikumpulkan dan
dipilah-pilah secara cermat sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang jelas
dan cara memecahkannya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah
metode deskriptif kualitatil. Maksud dari metode deskriptif kualitatif adalah metode
untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-
angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pembahasan
berdasarkan rumusan masalah. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari suatu

pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.
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li. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2002 sekitar pukul 07.30 WIB telah

terjadi kece

Kediri, tepatn

lakaan lalu lintas. Kecelakaan itu terjadi di jalan alternatif menuju kota

ya di Desa Jati Mulyo, K ecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1.

mengend

arah

Sebagai Tersangka

Nama
Tempat Lahir
Umur
Jenis Kelamin

Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan
Sebagai Korban
Nama

Tempat Lahir
Umur

Jenis Kelamin

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

: Haryono

- Tulungagung
- 48 Tahun

- Laki-laki

- Desa Bungur, Kecamatan Karang Rejo

Kabupaten Tulungagung

- Islam

- Sopir pribadi

: Yogi

- Tulungagung
- 21 Tahun

- Laki-laki

- Dusun Jabon, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kauman

Kabupaten Tulungagung

- Islam

- Mahasiswa

Adapun kronologi peristiwanya adalah sebagai berikut. Korban yang

arai sepeda motor Honda Gl. Max nomor polisis AG 4440 R1. berjalan dari

Selatan menuju ke Utara. Haryono mengendarai kendaraan roda empat yang

6
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berupa super kijang dengan nomor polisi AG 1246 Sl dari arah Utara ke Selatan yang
berlawanan dengan sepeda motor korban. Sewaktu di perempatan jalan, ternyata
korban berbelok ke arah kanan (Timur). Sermentara itu tersangka yang mengemudikan
kendaraannya dengan kecepatan 70 km/jam, tidak dapat menguasai kendaraanya
karena gugup dan terkejut. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban
patah kaki yang cukup berat dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Islam
Tulungagung selama 3 minggu.

Akibat dari perbuatannya tersebut, tersangka dapat dikenai pasal 360 ayat (1
dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara selama-
lamanya 5 (lima) tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya | (satu) tahun (ayat 1)
dan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan selama-
Jamanyz enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 4.500,- (ayat 2).

Yogi sebagai korban merasa di'rugikan dan mengajukan tuntutan ganti
kerugian ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Tuntutan yang diminta tersebut adalah :
|. Kerugian Immaterial

Untuk sementara waktu tidak bisa meneruskan pendidikannya.
2. Kerugian Material

a. perbaikkan sepeda motor;

b. pengurangan nilai jualnya;

¢. biaya perawatan dan biaya dokter sampai sembuh.

Seluruh kerugian yang dituntut itu nilainya Rp 30.750.000, 00. Nilai
kerugian sebanyak itu dituntut oleh korban melalui Pengadilan Negeti Tulungagung.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, menurut fakta yang diperoleh
di lapangan bahwa atas pertimbangan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi si
pelaku, jumlah keerugian yang dituntut tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Keadaan ini
melihat perckonomian dari si pelaku yang hanya sebagai sopir pribadi yang tidak
memungkinkan untuk sanggup memberi ganti kerugian sebesar yang dituntut oleh
korban. Ganti kerugian tersebut dibayar oleh si pelaku sebesar kemampuan pelaku

yaitu Rp 15.000.000,00.
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2.2 Dasar Hukum

i

Dasar hukum yang dipakai penulis untuk membahas skripsi ini adalah :

Kitab Undang-undang Iukum Perdata

a.

Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang
jain. mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
kelalaian dan kekurang hati-hatiannya.

Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan
oleh anak-anak belum dewasa. ye{ng tinggal pada mereka dan terhadap siapa
mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang Jain untuk mewakili
urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan
oleh palayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan
pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang, bertanggung jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang mereka selama waktu
orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang-orang tua, wali-

wali. guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa
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d.

mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu untuk mana mereka seharusnya
bertanggung jawab itu.

Pasal 1371

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau
karena kurang hati-hati membefikan hak kepada si korban untuk selain
penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang
disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan
keduabelah pihak, dan menurut keadaan.

Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan

kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a.

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang
itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan
selambat-lambatnya sebelum penuntut  umum mengajukan tuntutan
pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan
selarnbat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara
pidana. maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeyiksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding

mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
a. Pasal 360

(1) Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan
selama-lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa
schingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan
jabatan atau pekerjaanya sementara dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat
ribu lima ratu rupiah.

4. Undang-Undang No. 14 ‘Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
a. Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang

timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan
kendaraan bermotor.

b. Pasal 31 ayat (2)
Apabila terjadai cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang

diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, ganti
maksudnya bertukar atan berganti. Rugi :maksudnya menanggung atau menderita
rugi. Jadi dapat diartikan bahwa ganti rugi adalah mengganti atau menanggung
kerugian kepada pihak yang menderita rugi. Ganti rugi adalah imbalan yang
diberikan pada seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang Jain
(W.1.S. Poerwadarminto, 1976:57).
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Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal |
avat 22, ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas
funtutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut
ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orang atau hukumnya yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang.

Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan
melanggar hukum terdapat kesamaan. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum
diterapkan sebagian ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti  rugi yang
disebabkan oleh wanprestasi. Menurut pasal 1243 KUHPerdata -

“Penggunaan biaya, panti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesualu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanva dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya™.

Setiawan (1991:21) mengemukakan, ketentuan-ketentuan tersebut harus
ditafsirkan secara luas, yaitu |
I. perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama

sekali. tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi.
> ketentnan-ketentuan tersebut pun berlaku bagi tuntutan ganti kerugian karena
perbuatan melanggar hukum.

Ganti kerugian timbul karena adanya perbuatan yang menyebabkan
terjadinya kerugian. yang dipihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti
kerugian tersebut. Berbicara soal ganti rugi, mempunyai keterkaitan eral dengan
“tanggung jawab™ dan kesalahan. Apabila ganti kerugian tersebut diberikan berarti
orang tcrsebut bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya (Prakoso,
1988:97). '

Menurut Setiawan (1991:85), kerugian yang disebabkan oleh perbuatan

melanggar hukum dapat berupa :
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I. Kerugian Materiil
Kerugian materiil terjadi karena kerugian yang nyata-nyata diderita dan
keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ketentuan mengenai kerugiaan materiil
diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata. Hoge Raad memutuskan, bahwa pasal
1246-1248 KUIPerdata tidak lahgsung diterapkan untuk kerugian yang
ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, akan letapt penerapan sccara

analogis diperkenankan.

rJ

Kerugiaan Idiil

Wujud kerugian ini bisa berupa : ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan
hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus
dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya, pihak yang dirugikan
harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak
terjadi perbuatan melanggar hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti
rugi, tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan, akan
tetapi juga apa yang ia derita pada waktu yang akan datang.

Lain halnya dengan pendapatl yang dikemukakan oleh Hanafi (1989:13)
bahwa ganti rugi adalah biaya yang telah dikeluarkan. Pengertian ini meliputi biaya
pengobatan atau biaya pemulihan cacal atau perbaikkan mobil yang langsung diderita
oleh korban. Dengan demikian, pengertian ganti rugi hanya meliputi hal-hal yang
bersifat praktis. Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani (1978:120), bahwa
panti rugi adalah segala kerugian yang diderita baik berupa kerugian yang nyata,
maupun biaya alas segala perongkosan yang dikeluarkan sebagai akibat tindakan
penangkapan, penahanan yang dilakukan, juga menyangkut kerugian yang siiatnya
materiil.

Pada prinsipnya ganti rugi berbentuk uang, tanpa menutup kemungkinan
adanya ganti rugi dalam bentuk lain. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan
bahwa hakim atas permintaan pihak yang dirugikan dengan mengingat keadaan yang
meliputinya, menentukan ganti rugi dalam bentuk lain. Apabila hal yang terakhir ini

tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang
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-

dirugikan memperoleh kembali haknya dengan menuntut ganti rugi dalam bentuk
uang.

Ganti rugi diberikan sepenuhnya, meliputi semua kerugian yang telah
diderita. Tentu saja setelah dipertimbangkan tentang adanya kesalahan, hubungan
sehab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan tentu saja dengan memperhatikan

tertbukti atau tidaknya kerugian yang diderita korban.

2.3.2  Pengertian Kecelakaan

Pada permasalahan skripsi ini membahas mengenai kecelakaan lalu lintas.
Pengertian kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti
kemalangan atau kesusahan (Poerwadarminto, 1976:65). Namun kecelakaan yang
dimaksud di sini terbatas hanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan. Menurut
pasal 1 ayat (1) Ul No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
pengertian dari lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

Pengertian jalan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1992 adalah

jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang di luar dugaan atau
kecelakaan schingga mengakibatkan korban meninggal atau kerugiaan materil
maupun immateriil dengan menggunakan sarana angkutan dan terjadi di jalan raya
(Setiawan. 1991:20). Jadi dapat diartikan bahwa pengertian lalu lintas di jalan adalah
suatu kemalangan atau kesusahan atau kekerasan akibal gerak kendaraan, orang alau
hewan di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 menyatakan, bahwa pengemudi kendaraan
bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau
pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan
pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 31 UU No. 14 Tahun

1992 menvatakan, bahwa :
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(1) apabila korban meninggal dunia, pengemudi dan atau pemilik dan atau pengusaha
angkutan wajib memberi bantuan kepala ahli wans dari korban berupa biaya
pengobatan dan atau biaya pemakaman;

(2) apabila terjadi cidera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang
diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Kecelakaan lalu lintas selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun
pada benda dan si pelaku. Oleh karena itu, kerugian tersebut idialnya dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau secara perdata. Dalam kecelakaan lalu
lintas pada umumnya orang akan mempersalahkan mengenai  hukuman  yang
dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan tersebut. Si pelaku, yang
diproses dalam perkara pidana disebut terdakwa. Pada akhirnya terdakwa itu dapat
diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus hersalah atau tidak sebagai
pertanggung-jawaban - atas perbuatannya.  Pada  umumnya, si korban menaruh
perhatian pada masalah kerugian yang dideritanya dan mengharapkan memperoleh
penggantian atas kerugian secepat mungkin.

Pelanggaran  terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian.
Kecelakaan yang ditimbulkan tersebu bukan hanya berupa tabrakan, baik sesama
kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan
lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya penumpang dari

alat angkutan umum ataupun jatuhnya alat angkutan umum ke dalam jurang,

2.3.3 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

[lamzah (1986:463) menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah
suatu perbuatan atau kealpaan demikian disebabkan atau terjadi kesalahan yang
mengakibatkan kerugian. Melanggar hukum dianggap tidak saja terjadi karena
perbuatan vang berlawanan dengan kewajiban hukum diri sendiri atau dengan
kewajiban hukum orang lain, tapi juga oleh perbuatan yang berlawanan dengan

kesusilaan yang baik.
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Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang, sehingga karena perbuatannya itu, maka dapat mengakibatkan kerugian
pada orang lain dan karena kesalahannya “tu maka diwajibkan pada orang: tersebut
untuk membayar ganti kerugian, namun jika kerugian yang ditimbulkan disebabkan
oleh difi sendiri. maka hal ini adalah wajar dan tidak dapat dimintakan ganti rugi
karena semua yang dilakukan adalah terhadap hartanya sendiri (Setiawan, 1991:3).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka secara umum terdapat dua
jenis kerugian jika ditinjau dari pihak yang memikul beban tersebut, yaitu :
| Kerugian vang dipikul oleh korban sendiri.

2. Kerugian yang dipikul oleh yang menyebabkan.

Masalah tanggung gugat ini merupakan penjabaran dari pasal 1365 vang
tercantum dalam Kitab Undang-undang lukum Perdata.

Perbuatan melawan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro 1993:13), bahwa
perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam
masyarakat.  Kegencangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan
hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Perbuatan terebut tergantung dari nilai
hebatnya goncangan itu.

Perbuatan melanggar hukum mengandung arti positil dan negatif, yaitu
dalam hal seseorang berdiam diri dapat dikatakan melanggar hukum, yakni dalam hal
seseorang menurut hukum bertindak. Perbuatan negatil ini harus dalam arti yang akuf
artinya orang tersebut menyadari bahwa dengan berdiam diri saja 1a telah melanggar
hukum (Prodjodikoro, 1993:8). Selanjutnya Setiawan (1991:11), menyatakan bahwa
seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut
I. Melanggar hak orang lain.

2 Bertentangan dengan hukumnya sendirt.
3

Bertentangan dengan kesusilaan.

e

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam masyarakat.
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Perbuatan melanggar hukum menurut Sutisna Atmadipradja (1985:15),

bahwa :

=

pelanggaran suatu norma tertulis atau tidak tertulis di luar norma perfanjian,
wanprestasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sis!=matika perundang-undangan,
ingkar janji atau wanprestasi tidak terniasuk dalam perbuatan melawan hukum,
jadi harus dipisahkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Robinsyah (1985:3), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar

hukum dalam arti sempit, yaitu :

a.

b.

Mengurangi atau melanggar hak orang lain. Suatu hal ialah suatu kewenangan
yang diberikan oleh hukum terhadap seorang dengan seseorang lain. Sebagian
besar dari pada hak-hak itu diberikan oleh undang-undang. Hak yang tertinggi
atau terpenting adalah hak milik (eigendom). Yurisprudensi mengakui suatu
jumlah hak yang tidak didasarkan atas undang-undang misalnya hak untuk
hidup dalam keadaan sehat, hak atas kehormatan dan nama baik. Pengurangan
atau pelanggaran hak yang demikian adalah perbuatan melanggar hukum.
Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Yang dimaksud dengan
kewajiban hukum iatah hanya suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-
undang. Barang siapa berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum, dan
melakukan suatu perbuatan pidana, wajib memberikan panti rugi terhadap dia
vang karena perbuatannya itu menderita kerugian.

Menurut Tengker (1993:74), perumusan dalam arti luas mengenai perbuatan

melanggar hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau
dengan hukum subyektif orang lain (melawan undang-undang atau dengan
kesusilaan atau kecermatan yang berlaku di dalam lalu lintas kemasyarakatan
terhadap diri atau harta benda orang lain).

Sutisna Atmadipradja (1985:15) mengemukakan bahwa dalam pasal 1365

KUl Perdata, pelaku harus mengpanti keru vian sepenuhnya. Akan teta i terdapat
I g g P ) p |

juga suatu ketentuan hukum yvang menentukan bahwa apabila kerugian ditimbulkan

karena kesalahan sendiri ia harus menanggung kerugian tersebut. Barbagai tuntutan

yang diajukan, karena perbuatan yang melanggar hukum :

1.

2
3.
4

gai

)i rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan:

ganti rugi dalam bentuk nama atau dikembalikan dalam bentuk semula:

pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum:

melarang dilakukannya perbuatan tertentu.
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111. PEMBAHASAN

3.1 Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perbuatan

Melanggaar Hukum

Seseorang yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil

karena kecelakaan lalu lintas, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke

pengadilan. Beberapa syaral yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam

kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata yaitu

gugatan yang disampaikan harus jelas, padat dan singkat. Syarat-syaral tersebut

adalah :

V.

o

Jika si korban tidak menerima jumlah kerugian yang diberikan pelaku, maka
korban dapat menuntut ganti kerugian ke pengadilan. Dengan kata lain tidak
adanya perdamaian antara pelaku dengan pihak korban. Dasar hukumnya adalah
pasal 858 KUHPerdata. Sesuai dengan pasal 1858 KUHPerdata, maka pihak
korban terikat dengan perjanjian yang dibuatnya sehingga ia tidak boleh lagi
mengajukan gugatan perdata.

Dalam hal gugatan perdata, dasar gugatannya adalah perbuatan melanggar
hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam hal perkara pidana, tuntutan ganti rugi bisa diajukan dalam penggabungan
perkara ganti kerugian. Dasar hukumnya adalah pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara perdata, tuntutan kerugian secara materiil dan immateriil diajukan
dalam gugatan perdata.

Dalam perkara pidana, tuntutan kerugian materiil saja yang dapat

digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP).

Seringkali di dalam berkas perkara pidana tentang kecelakaan lalu lintas

yang membawa korban manusia, terdapat surat perjanjian antara korban atau ahh

warisnya dengan si terdakwa (perjanjian perdamaian), yang pada pokoknya berisi

bahwa si korban telah menerima pemberian ganti kerugian dari si pelaku. Korban
7
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menerima musibah yang menimpanya sebagai takdir den tidak akan menuntut pelaku.
Sebaliknva pelaku menyatakan tanpa paksaan siapapun dan dengan rela hati
memberikan panti kerugian kepada pihak kotban atau atau ahli warisnya'unluk
meringankan | - 'aan si korban

Pemberian ganti kerugian tersebut oleh si pelaku dimaksudkan agar dapat
meringankan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sebaliknya bagi si
korban atau ahli warisnya, ganti kerugian tersebut merpakan jalan pintas untuk dapat
secepatnya memperoleh penggantian atas kerngian yang dideritanya. Meskipun
jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh si pelaku jauh dari memadai. Perjanjian
perdamaian yang dimaksud di atas diperbolehkan oleh undang-undang hukum perdata
(pasal 1851 KUHPerdata). Perdamaian tersehut tidak akan menghalangi penhuntutan
perkara secara pidana. Yarz Jimaksud dengan tidak akan menuntut terdakwa dalam
perjanjian perdamaian antara pihak korban dengan pelaku adalah bahwa pihak korban
tidak akan menuntut pelaku secara perdata.

Bilamana pihak korban merasa bahwa jumlah bantuan yang diberikan oleh
si pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang dideritanya, maka masih dapatkah
korban menggugat terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya 7. Untuk itu dapat
dilihat dalam pasal 1858 KUl Perdata, yang berbunyi -

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak svatu kekuatan seperti
suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabi==n.

Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah denga: 'asan kekhilafan mengenai
hukum atau denpan alasan bahwa salah satu pihal dipngikan.”

Berdasarkan pasal 1858 KUHPerdata, pihak yang dirugikan (korban) terikat
| dengan isi perjanjian perdamaian yang dibuatnya dengan terdakwa, sehingga ia tidak
dapat lagi menggugat si terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya Hal ini sesuai
dengan pasal 1851 KUtPerdata :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana keduabelah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhirt suatu
perkara vang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
Persetujuan ini tidaklah melainkan jika dibuat secara terfulis.”
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Tuntutan ganti kerugian secara perdata baru dapat diajukan setelah adanya
putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa.,
sehingga untuk memperoleh pengganti atas kerugian yang diderita si korban'harus
melalui proses yang panjang dan lama. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya
Pulus-an IHakim Pengadilan Negeri, si pelaku belum dapat dikatakan bersalah,
sehingga kesalahan pelaku belum bisa dibuktikan secara hukum.

Pendapat di atas tidaklah beralasan, menurut pasal 1918 KUIHPerdata,
hakim yang menerima funtutan ganti rugi tersebut (dalam perkara perdata) tidak
terikal dengan keputusan yang berketetapan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman
kepada sescorang karena sualu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan
sebaliknya. Bahkan pasal 1919 KUI IPerdata menyatakan bahwa :

“Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang
didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka hakim perdata tidak
dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.”

Dengan demikian, pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas

sebenarnya dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu proses

pidananya. Kelebihan gugatan secara perdata pada umumnya adalah :

| Ganti rugi yang dituntut tidak hanya sebatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan
oleh si korban tetapi dapat juga kerugian materiil maupun immateriil yang

dideritanya.

I~

Tuntutan secara perdata tidak hanya diajukan kepada pelaku, tetapi dalam hal-hal
tertentu dapat diajukan kepada orang lain yang lebih mampu secara ekonomis
sehagai orang tua atau wali dalam hal pelaku adalah anak dibawah umur. Juga
pengusaha angkutan dimana pelaku bekerja sebagai sopir dan penyewa alau
pemegang kendaraan lainnya yang mempekerjakan pelaku sebagai sopir (pasal
1367 KU Perdata). '

Kelemahan-kelemahan gugatan secara perdata, yaitu

I. Membayar persekot biaya perkara.

!\J

Apabila gugatan dikabulkan, maka ganti rugi yang diperoleh dapat memenuhi

harapan penggugat.
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Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suaitu
pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi
orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapnlt menetapkan
untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
Demikian rumusan pasal 98 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut memberikan
kemungkinan kepada pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas untuk
meminta kepada hakim yang menangani perkara pidananya agar pada waktu yang
sama juga memeriksa dan memutus perkara ganti rugi karena kecelakaan itu.

Permintaan penggabungan perkara ganti rugi menurut pasai 98 ayat (2)
KUIIAP adalah diajukan selambat-lambatnya scbelum penuntut umum mengajukan
tuntutan  pidana atau dalam pemeriksaan cepat. Tuntutan  diajukan  selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Si korban, berhak menuntut ganti kerugian atas apa yang dideritanya kepada
pelaku dengan cara mengajukan gugatan perdata. Dasar hukum yang digunakan yaitu
pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum  yang
membawa kerugian kepada orang lam, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk memperjelas pasal
1365 KUHPerdata, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang ada untuk memperkuat
gugatan dan dapat berhasil. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

[ Harus ada suatu perbuatan.

(]

Perbuatan itu harus melanggar hukum.

‘d

Si pelaku harus dinyatakan bersalah.

I Perbuatan itu menimbulkan kerugian.

3.2 Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Agar pihak korban dapat segera menerima ganti rugi dan tidak perlu untuk

membayar perkara  dalam  menuntut  kerugian, maka prosedur yang paling

menguntungkan adalah korban mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam

-perkara pidana (pasal 98 KUI IAP).
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Dalam hal penggabungan perkara ini, pertama yang diajukan adalah
tuntutan pidana. Dalam proses selanjutnya, apabila pihak korban ingin menuntut
kerugian immateriil maka bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang
dideritany:. ke Pengadilan Negeri setempat. '

Ada 3 (liga) macam cara dalam pem&iksaan acara pidana yaitu :
1. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara biasa dan singkat permohonan tuntutan ganti rugi dapat
diajukan sampai batas akhir sebelum tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum (JPU)
acara pemeriksaan biasa oleh hakim dinyatakan berlaku untuk umum, kecuali dalam
perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak (pasal 153 ayat (3) KUHAP).
Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh
terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat (2) KUHAP). Jika kedua ketentuan tersebut tidak
dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat (4) KUHAP).

Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa
sudah dipanggil secara sah. lika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua sidang
meminta supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya
(pasal 154 ayat (4) KUHAP). Apabila terdakwa tidak hadir lagi, meskipun telah
dipanggil secara sah maka hakim ketua sidang meminta agar terdakwa dihadirkan
secara paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 153 ayat (6) KULIAP). Sesuai
dengan pasal 160 KUHAP, saksi yang perlama-tama didengar keterangannya adalah
korban yang menjadi saksi. Selanjutnya diserahkan kepada pertimbangan hakim
ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umuimn, terdakwa atau penasehat
hukum. Hakim ketua sidang wajib mendengar dan memperhatikan keterangan saksi,
baik yang menguntungkan (meringankan) maupun yang memberatkan terdakwa.

Kalan pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai. maka penuntut umum
mengajukan funtutan pidana. Sesudah itu terdakwa dan penasehat hukumnya dapat
mengajukan pembelaan yang dilakukan secara tertulis. Setelah di'1cakan, diserahkan
kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (pasal

182 ayat (1) KUHAP). Setelah itu hakim ketua sidang menyatakan bahwa
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pemeriksaan ditutup dan dapat dibuka sekali lagi baik atas kewenangan hakim ketua

" sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa

atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (pasal 182 ayat (2) KUl [AP).

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Ketentuan mengenai acara pemeriksaan  biasa, berlaku juga bagi
pemeriksaan singkat, kecuali yang ditentukan hal lain. Pasal 203 ayal (3) KUHAP
menyebutkan bahwa dalam acara pemeriksaan singkal, berlaku ketentuan bagian
kesatu mengenai pemanggilan dan dakwaan. Bagian kedua tentang memutus sengketa
mengenai wewenang mengadili dan ketiga adalah mengenai acara pemeriksaan biasa.
Namun bagian vang keempat yaitu tentang pembuktian dan putusan tidak dinyatakan
berlaku juga. Alat pembuktian yang justru terletak di bagian itu tidak dinyatakan
berlaku bagi pemeriksaan singkat,

Ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa,
hal tu adalah :

I Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberi keterangan dari
calatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya
denpan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu
dilakukan. Keterangan tersebut sebagai pengganti sural dakwaan dan dicabut
dalam berita acara sidang (pasal 203 ayat (3a) KUHAP).

7 Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (pasal
203 avat 3d KUHAP).

1 lakim membuat sural yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayal 3e
KUHAP)

Dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa
dengan memberitahukan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang
didakwakan kepadanya. Acara pemeriksaan singkat yang dimaksud adalah acara
pemerikeaan yang menurul penuntut umum penibuktiannya mudah dan sedethana.

Amar putusan yang tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam acara berita
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sidang. Isi surat putusan tersebut adalah sama dengan putusan pengadilan secara biasa
atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Acara Pemeriksaan Cepat

Batas tuntutan ganti rugi dalam acara pemeriksaan cepat ini paling lama
adalah sebelum hakim menjatuhkan putusan. Setelah putusan ganti rugi dikabujkan
dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap tuntutan ganti rugi dapat
_ dilaksanakan dengan cara permohonan pelaksanaan eksekusi seperti dalam acara
perdata, sebagai pelaksana eksekutor adalah penitera kepala.

Apabila korban atau ahli waris ingin mendapatkan ganti kerugian
immateriil. korban atau ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara
perdata, dengan dasar gugatan perbuatan  melanggar  hukum (pasal 1365
KUHPerdata). Pengajuan gugatan dapat dilakukan terhadap tergugal di pengadilan
negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Korban atau ahli waris leluasa
untuk menuntut ganti rugi sesuai yvang diharapkan, tentunya dengan pembuktian di
persidangan. juga dapat si korban atau ahli waris dalam kapasilas sebagai penggugat
menggugal kepada pihak-pihak selain darn pelaku tindak pidana kecelakaan itu atau
orang yang bertanggungjawab terhadap kejadian atau kecelakaan itu. Misalnya
majikan yang mempekerjakan sopir sebagai pekerjanya.

Tata cara persidangan perkara perdata adalah sebagai berikut :

1. Persidangan Pertama

Pada dasarmya persidangan gugatan secara perdata ini tergantung dari
tingkat kehadiran para pihak di persidangan dan ketegasan, kearifan dan
kebijaksanaan dari majelis hakim yang menangani perkara. Hal itu karena hukum
perdata  bagian dari hukum privat vang mengatur kepentingan perorangan.
Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama yaitu :

a. Kemungkinan hadirnya para pihak

Penpgugal atau para penggugat atau kuasanya dan para tergugal hadir dalam

persidangan. Ada 2 (dua) alternatif penyelesaiannya yaitu perdamaian. Setelah hakim

membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak diperintahkan
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masuk ke persidangan. Kemudian ketua majelis hakim menanyakan identitas masing-
masing pihak sesuai identitas dalam surat gugatan. Ada 4 (empat) macam kriteria
untuk mendamaikan pihak yvang berperkara ini yaitu :
(i)  Memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa.
(ii) Mengupayakan kompromi (kesepakatan).
(iii) Kesepakatan mampu menyelesaikan kepentingan yang beradu.
(iv) Menyelaraskan tindakan dan kepentingan.
b. Kemungkinan tidak hadirnya para pihak
i Kalau para pihak tidak hadir pada sidang pertama, baik penggugat atau
kuasanya maupun tergugat atau kuasanya maka majelis hakim dapat mengundurkan
sidang sekali lagi guna memanggil para pihak. Apabila mereka tidak dipanggil secara
sah dan sepatutnya a{au dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
(a) Gugatan gugur
Apabila dalam persidangan pertama piha's penggugat atau kuasanya tidak hadir,
sedangkan pihak tergugat atau kuasanya hadir, maka gugatan penggugat
dinyatakan gugur dan penggugat diharuskan membayar biaya perkara.
(b) Putusan verstek / verstek vonis
Putusan ini dijatuhkan majelis hakim, apabila pihak tergugat atau kuasanya yang
sah tidak hadir dalam persidangan pertama, meskipun mereka lelah dipanggil
menurut prosedur yang berlaku, sedangkan pihak penggugat atau kuasanya hadir.
Putusan ini tidak berlaku jikalau tergugat atau kuasanya kemudian mengajukan
jawaban tertulis berupa bantahan (eksepsi) ketidakwenangan pengadilan negeri.
Ada beberapa kemungkinan dalam putusan verstek, yaitu :
(i)  surat gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya:
(ii) surat gugatan penggugat dikabulkan sebagian:
(iii) surat gugatan ditolak;

(iv) surat gugatan tidak dapat diterima.
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2. Persidangan Kedua
Pada persidangan kedua, nihak tergugat atau kuasanya diberi kesempalan
untuk memberi jawaban terhadap surat gugatan penggugat. Pada umumnya jawaban
tergugat berisikan tentang
a. Lksepsi
Yaitu suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat. dari segi formal atau
fidak langsung mengenai pokok perkara, yang harus diperiksa dan diputus
bersama-sama dengan pokok perkaranya. )
b. Pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi)
Yaitu jawaban sebenarnya dari pihak tergugat atau kuasanya terhadap gugatan
dari pihak penggugat yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sering juga
disebut jawaban dalam konvensi. Jawaban dalam konvensi berisikan tentang :
(i)  penyangkalan terhadap surat gugatan yang dibuat penggugat atau kuasanya,
(ii) mengakui surat gugatan dari pihak penggugat atau kuasanya;
(iii) mengemukakan fakta-fakta baru,
¢. Permohonan (petitum)
Permohonan atau petitum merupakan inti dasar dari jawaban fergugat atau
kuasanya. yang hakekatnya identik dengan jawaban konvensi yailu tentang
penyangkalan ataupun mengakui surat gugatan penggugat maupun pengajuan
fakta-fakta baru.
3. Persidangan Ketiga
Yaitu jawaban kembali dari pihak penggugat atau kuasanya atas jawaban
yang disampaikan oleh pihak tergugat atau kuasanya.
4. Persidangan Keempat
Jawaban dari tergugat terhadap replik yang dibuat oleh pihak penggugat.

5. Persidangan Kelima

Pilak penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti yang ada, seperti alat bukti

surat. saksi dan sebagainya untuk memperkuat gugatannya. Pihak tergugat atau
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kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan  pertanyaan-perlanyaan  atau
penyangkalan terhadap alat bukti yang ditunjukkan pihak penggugat atau kuasanya.
6. Persidangan Keenam
ada persidangan keenam ini, pihak tergugat atau kuasanya diberi giliran
untuk menunjukkan bukti-bukti yang dipunya, sedangkan pihak penggugat diberi
kesempatan mengajukan pertanyaan dan membantah alat bukti dari pihak tergugat.
7. Persidangan Ketujuh
Pada persidangan ini para pihak mengajukan kesimpulan dari hasil-hasil
selama  persidangan  sebelumnya.  Tahap kesimpulan merupakan hal  yang
menguntungkan pada suatu pihak dan merugikan pihak lainnya.
8. Persidangan Kedelapan
Persidangan ini merupakan tahap terakhir dan persidangan, yang ditandai
dengan putusan hakim. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menerima
putusan hakim, mereka dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan
Tinggi. dengan batas waktu 14 hari setelah putusan diucapkan.
Ada 2 (dua) macam upaya hukum dalam perkara perdata :
|, Upaya hukum biasa, yang dibagi menjadi 3 (tiga), vaitu :
a. Perlawanan (Verzet)
Dilakukan terhadap tergugat dalam putusan ketidakhadiran (verstek).
b. Banding (revisi)
Binsanya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, tetapi tidak menutup
kemungkinan juga dilakukan oleh pihak yang diuntungkan dengan alasan
yang bersifat yuridis terhadap putusan yang dibuat Pengadilan Negeri kepada
Pengadilan Tingg!.

Kasasi

()

Merupakan upaya hukum biasa yang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung,

sebagai pengawas lerlinggi atas putusan-putusan pengadilan di bawahnya.
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2. Upaya hukum

a. Peninjauan Kembali
Upaya hukum ini pada dasarnya tidak menggunakan eksekusi, tetapi sebagai
upaya, agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun
Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mentah
kembali.

b. Derden Verzet
Adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak ketiga, sebagai pemilik

barang yang disita merasa dirugikan oleh putusan hakim.

3.3 Dasar Perlindungan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi dasar

perlindungan hukum bagi pihak korban atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan

ganti rugi kepada pelaku adalah :

Pasal 1365 KUIPerdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang harus dipenubhi, yaitu :

a. Harus ada suatu perbuatan.

b. Perbuatan itu harus melanggar hukum.

¢ Pelaku hatus dinyatakan bersalah.

d Harus ada kerugian (hubungan sebab akibat).

Pasal 1366 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
kelalaian atau kekuranghati-hatiannya.”
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Tujuan dari pasal ini sesungguhnya adalah untuk mempertegas atau memperjelas,
bahwa tidak hanya perbuatan yang disengaja tetapi juga perbuatan culpoos dapat
digugat untuk membayar ganti rugi.

3. Pasal 360 ayat (1) an (2) KUHP, yang berbunyi :

(1) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana kurungan
selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(2) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa
sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan
jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidana kurungan Selama-
Jamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima
ratus rupiah.

4. Pasal 28 dan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Lali Lintas No. 14 tahun 1992
yang berbunyi :

(a) pasal 28 Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang
timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan
kendaraan bermotor.”

(b) Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992

“Apabila terjadi cidera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang
diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.”

Pada hakekatnya, pihak korban tidak saja menuntut pelaku untuk membert
panti kerugian materiil saja, tetapi juga kerugian secara immateriil. Pasal yang paling
_dominan untuk menjerat si pelaku adalah pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan
Melanggar Hukum. Sifat relatif melanggar hukum itu baru akan timbul bila pelaku
dari perbuatan melanggar hukum itu dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang
dilakukannya telah merugikan orang lain. Suatu contob :

Juru Sita A, demi kepentingan C yang dikalahkan dalam putusan verstek
ditugaskan menyerahkan gugatan verzet kepada B. Menjelang akhir tenggang

waktu verzet, barulah A ingat akan tugasnya itu. Untuk mengejar waktu, A
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mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi melampaui batas maksimum
kecepatan yang diperkenankan. Akhirnya A berhasil juga menyerahkan hasil
gugatan verzet tersebut, tepat pada waktunya kepada si B. Si A melanggar
kewajiban hukum dengan melampaui batas kecepatan maksimum. Perbuatan A
adalah perbuatan melanggar hukum. Selain itu sebagai akibat yang lain, B juga
menderita kerugian yaitu kalah dalam prosedur verzet..

Pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan si A memang merupakan
perbuatan melanggar hukum terhadap pemakai jalan, sehingga mereka dapat
menuntut ganti rugi dari A. Tetapi pelanggaran lalu lintas oleh A mengakibatkan B
kalah dalam prosedur verzet bukan perbuatan melanggar hukum terhadap B. B tidak

bisa melimpahkan tanggung gugatnya kepada A.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Pihak korban yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya untuk memperoleh
panti rugi dari pihak pelaku dengan mengajukan tuntutan pada Pengadilan Negeri
di mana pelaku bertempat tinggal. Gugatan ganti rugi yang dimaksud adalah
berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdata) dalam
perkara perdata dan pasal 98 ayat (1) KUHAP pada perkara pidana.

Prosedur memperoleh perlindungan hukum bagi korban dalam kecelakaan lalu
lintas adalah bila si korban ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak
perlu mengeluarkan biaya perkara, maka korban dapat mengajukan gugatannya
dengan cara penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98
ayat (1) KUHAP). Tuntutan pertama diajukan adalah tuntutan pidana yang
memproses tuntutan ganti rugi secara materiil saja, kemudian dilanjutkan dengan
tuntutan secara perdata untuk menggugat pelaku memberikan ganti kerugian
secara immateriil dan materiil.

Dasar hukum yang digunakan pihak korban atau ahli warisnya untuk menggugat
pelaku secara perdata yaitu perbuatan melawan hukum maka pihak korban atau
ahli warisnya harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan
dalam pasal 1365 KUIPerdata antara lain :

4 Perbuatan itu harus merupakan perbuatan melanggar hukum.

b. Adanya kesalahan,

¢. Adanya kerugian.

=

Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat.

30 X,
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4.2 Saran
Saran yang dapat disumbangkan, yaitu :

|. Pihak korban harus benar-benar dapat membuktikan bahwa si pelaku bersalah,
yang mengakibatkan korban menderita kerugian dari apa yang telah pelaku
pertuat, sehingga gugatan yang dibuat dapat mempermudah bagi hakim untuk
memutus perkara dengan seadil-adilnya dan pihak korban dapat menerima ganti
kerugian yang selayaknya.

7 Pelaku harus menerima dan menyadari bahwa perbuatannya, dapat merugikan
orang lain yang tidak bersalah, sehingga di kemudian hari pelaku lebih berhati-
hati dalam menjalankan atau mengemudikan kendaraannya.

3. Hakim yang memutus perkara harus bertindak seadil-adilnya dalam memutus’

perkara ini dengan memperhatikan berbagai aspek baik pada pelaku maupun

korban.
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